Bulan :

fa\
(112 3[4 |5 {g)l7 [8 [9 [10 [11 [12 |

Tanggal :

SUBBAGIAN HUMAS

1

2

3

4 15 |6 |7 |8 |9

10 |11 |12 | 13 |14 |15

16

Media Online

17

18

19

20 |21 |22 |23 |24 |25

26 |27 |28 |29 (30) |31

Media Cetak

Dua Wajah Anies di Pusaran Reklamasi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah
memenuhijanjinya untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk
Jakarta dengan mencabutizin 13 pulau reklamasi yang belum
dibangun. Anies tegas menolak reklamasi karena memberikan
dampak buruk kepada nelayan dan pengelola lingkungan.

Namun,langkahmantanmenteripen-
didikan dan kebudayaan itu masih me
nuai polemik..Pasalnya, dari 17 pulau
reklamasi di Teluk Jakarta, Anies mem-
biarkan empat pulau lainnya lolos, yakni
PulauC, D, G, dan N. Dalihiiya, empat pu-
lau tersebut telah dalam masa pemba-
ngunan dan telanjurdibangun.

Merasadirugikanataskeputusan Anies,
empat pengembang menggugat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta. Merekasecaraterpisahmenggugat
Keputusan Gubernur Nomaor 1409 Tahun
2018 tentang pencabutan izin 13 pulau
reklamasi, tertanggal 6 September 2018,

Belum juga selesai polemik tersebut,
.‘\l\h"i (Ellllnllt "'I"'.ll,"h)lkilf\ 1zZin Yl'klﬂ")dﬂl
untuk perluasan kawasan Taman Impian
Jaya Ancol dan Dunia Fantasi. Izin ini
tevcantum dalam surat Keputusan Gu
bernur (Kepgub) Nomeor 237/2020. Kep-
gubtersebul berisikan tentangizin pelak
sanaan perluasan kawasan rekreasi Du-
fan seluas lebilh kurang 35 hektare (ha)
dankawasan rekreasi Taman Impian Jaya
Ancol seluas lebih kurang 120 hektare.
Keppubituditekenpada 24 Pebruari 2020
lalu

Coputusan Anies inbmemunculkan
kritik dari berbagai pihak. Lembaga
Kuoalisi Raleyat untuk Keadilan Perikanan
(KIARA) misalnya. Mereka menilai, izin
perluasan reklamasi Anies merapakan
ironi kebijakannya yang pernah berjaniji
akan menghentikan proyek reklamasi
Teluk.Jakarta

"Izin perluasan reklamasi untuk ka
wasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 155
hektare merupalan ironi kebijakan Gu
bernur DKI Jakarta yang pernah berjanji
akan menghentikan prayek reldamasi
Teluk Jakarta, tetapi faktanya, malah
memberikan izin pada PT Pembangunan
Jaya Ancol," kata Sekretaris Jenderal
KIARA Susan Herawati

Susan menyebut, Kepgub 237/2020
it memiliki kecacatan hukum, Sebab,
kepgub itu hanya berdasarkan pada tiga
undang-undang yang dia anggap terlihat
dipilih-pilih, yalni Undang Undang No
mor 29/2007 tentang Pemerintahan Pro-
vinsi Daerah Khusus IThu Kota Jakarta se-
bagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dan Undang-Undang Nomor 30/2014
tentang Administrasi Pemerintahan
"Ketiga undang undang tevsebut terlibat
dipililioleh Anies Baswedan karenasesuai
dengan kepentingannya sebagai Guber-

nur DKl Jakarta," ucapnya

Padahal, kata Susan, dalam pengatur
an kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,
harusnya juga merujuk pada Undang
Undang Nomor 2/2014 tentang Peru
bahan Undang-Undang Nomor 27/2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisiv dan
Pulau-Pulau Kecil. "Kenapa UU tersebut
tidakdijadikandasarolehAnies,"ujarnya

Direktur Eksekutif Indonesia Political
Review Ujang Komarudin menilat, kon -
sisten atau tidaknya Anies dalam menja
lankan keputusan bisa dilihat saat janji
kampanyenya dulu, Jika saat kampanye
dia menjanjikan akan menyetop seluruh
proyekreklamasi, tapi sekarangnyatanya

malam membukakembaliitunamanya ti
dalkonsisten. "Darigitusaja, kitamelihat
apakah Anies konsisten atau tidak,"
katanya.

Penpajar Universitas Al-Azhar In-
donesia (UAI) Jakarta ini menilai, pem
bangunan reklamasi harus memenuhi
syarat utama soal dampak lingkungan.
Jika proyek itu banyak merugikan nela-
yan dan ekosistem alam, sebaliknya di
hatalkan. "lzin amdalnya ada tidak,
bagaimana kajiannya. Kalawmerugikan
masyarakat harus dibatalkan,”
ungkapnya.

Ditolak

Anggota DPRD DK Jakartadari Frak
si PDI Perjuangan Manuara Siahaan tak
setuju dengan adanya reklamasi Ancol
yang diizinkan Gubernur Anies. Menurut
dia, rencana perluasan lahan di tempat
wisata itu hisa dihentikan lantaran tidak
ada urgensi yang dilihat pthaknya. "Bisa
dilientikan itu (reklamasi Ancol). Kalau
DPRDinigecarakolekrif kalegial meman
dangitumelanggar hukumdanbelumur
gen saat ini, bisa saja (disetap),” kata
Manuara, kemarin “

D tanyakao g reklaact

yang diberikan Anies pada PT Pem
bangunan JayaAncal Bahkan, dia menu
ding reklamasi Ancol kental dengan
komersialisasi "Ancol ini bisa dijadikan
mainan bisnis properti. Salah satubidang
usahanyaadalahproperti. Bisasajamung-
kinada ekspansiuntuk mengembanglan
bisnis propertidisamping bisnishiburan
nya,' ujarnya

Dia menganggap reklamasi Ancol ti
dalk sesual dengan janji kampanye Anies
saat maju i Pillada 2017 yang tidak se
tuju dengan reklamasi. "lya, tidak sesuai
janji, Penyelenggara pemerintahan itu
harus konsisten. Akuntabilitas kebijakan
publik itu yang utama. Jadi, jangan ke
luarkan kebijakan yang tidak dipertang-
gungjawabkan, tidak akuntabel” kata
Manuara.

Bangun 4.000 Rusun Nelayan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta
Justin Andrian Untayana meminta Gu
bernur Aniesdan pengembang proyek
reklamasi kawasan Ancol membangun
4.000 unit rusun nelayan, Menurut dia,
dalam Keputusan Gubernur Nomor 237
Tabhun 2020, diatur herbagai kewajiban
yang harus dipenuhi pihak pengembang,
seperti menyediakan utilitas hmgg.]
membangun ruang terbuka hijau (RTH).
Pengembangjugawajibmenyerahkan 5%
atauseldtarGhektarelahandariluaskotor
daerah yang berhasil diperluas lebih ku
rang 35 hektare dan 120 hektare wajib di
serahkan pada Pemprov DKL

"Wilayah Jakarta Utara masih ter
dapat ribuanwarga Jakartayang hidup di
rumah tidak layak dan lingkungan tidak
sehat. Oleh lkarena itu, menurut kami
akanlebih baik apabilalahanGhektareitu
digunakan untuk membangun permu
kiman nelayan,”ucap Justin, kemarin,

Menurut dia, kawasan permukiman
nelayan tersebut bisa berupa kompleks
terpadu yang di dalamnya terdapat unit
rusun, pasar, sekolah, dan puskesmas

Koran Sindo

"Agar penggunaan lahan lebih efisien,
maka permukiman tersebut sebaik
nya berupa rumah susun (rusun).
Kami perkirakan, dilahan 6 hektare
bisa dibangun setidaknya 4.000 unit
rusun. Dengan asumsi tiap tower
memiliki 16 lantai dan luas unit rusun
50meter persegi," ungkapnya
Agar tidak membebani APRD, kata
Justin. Anies bisa memerintahkan pi
hak pengembang menyisihkan ke
untungannya untuk membangun
rusun nelayan. Caranya, memanfaat
kan klausul "kontribusi tambahan”
yang terdapat dalam Kepguh 237/
2020 diktum keempat huruf b angka
3yangberbunyi,"Kewajiban tambah
an yang akan ditetapkan oleh Gu
hernur”.

"Penggunaan klausul kontribusi
rambahan merupalan diskresi guber
nur, Kasarnya, suka-suka gubernur
mau dipakai untul apa. Oleh karena
itu, urugsannya sederhana karena ha
nya butuh poditical will . Jika gubernur
mau, maka akan terwujud rusun un-
tuk nelayan. Tapi, kalaugubernur ti
dak ada niat membantu rakyat, maka
akan adabanyak alasan,” tuturnya

bimasetiyadi



